EUFATI FENUIAL ABLE LEWATANG 1K
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR o!> TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR USAHA
JASA KONSTRUKSI

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang

a. bahwa perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga

kerja dan keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang
dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan
dengan urusan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir dan perlu diperhatikan penyelenggaraannya
sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja;

bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaam Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan,
Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha

Jasa Konstruksi;

b. bahwa ...



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas,
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada
Sektor Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1931 tentang
pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 17);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 446);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(Lembaran ...



10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerimaan
Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan;

14. Peraturan ...




Menetapkan

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jarminan Sosial;

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja
Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN, DAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR USAHA
JASA KONSTRUKSI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir;

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah
Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
‘program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

jaminan pensiun dan jaminan kematian.

7. Jaminan ...




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta
mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli
waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat

Kecelakaan Kerja.
Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam

hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan dari rumah menuju tempat Kkerja atau
sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan
oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek
Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lainnya.

Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan
atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik
pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa

konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan

layanan jasa konstruksi.

Pekerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Pekerja
adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa

Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pada proyek
perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan

konstruksi.

16. Pekerjaan ...




16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan
tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
lainnya.

17. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan
Konstruksi.

18. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai

biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan

” bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak
termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang

tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja

dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.

BAB I1
RUANG LINGKUP, KEPESERTAAN DAN
TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas, borongan dan
perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada
sektor jasa konstruksi meliputi;
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian.

Bagian Kedua
Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran
Pasal 3

(1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan
pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS
ketenagakerjaan ...




(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ketenagakerjaan.

Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa
Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pekerja harian lepas pekerja borongan, dan pekerja

dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 4

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat
pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-
masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-
masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak
tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai
Kontrak Kerja Konstruksi.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran
proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek
Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunas
wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan, nomor
kepesertaan masing-masing proyek Jasa Konstruksi dan
bukti pembayaran iuran masing-masing proyek Jasa
Konstruksi kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti
kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lambat 7
(tujuhb) hari kerja.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilakukan secara manual maupun elektronik.
Bukti pembayaran iuran proyek jasa konstruksi menjadi
persyaratan untuk pencairan uang muka.

BABIII ...




(1}

(2)

(1)

(1)

BAB III
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN
Pasal 5

Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran
kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau
secara bertahap.

Tahapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. tahap pertama sebesar 50 {lima puluh) persen dari
total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa
konstruksi;

b. tahap pertama sebesar 25 {(dua puluh lima) persen
dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja
jasa konstruksi;

c. tahap pertama sebesar 25 (dua puluh lima) persen
dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja

jasa konstruksi;

Pasal 6

Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan
perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam
dokumen lelang.

Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan
besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat

penawaran pekerjaan.

Pasal 7

Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau

tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung

berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK
sebesar 0,21 {nol koma dua puluh satu persen) dari
nilai kontrak;

b. Pekernjaan ...



(2)

. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiahj, Iuran JKK
sebesar penetapan nilai Iluran JKK huruf a ditambah
0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah
dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai luran JKK
huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen)
dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja
Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);

. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00

(satu milyar  rupiah) sampai dengan Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah} sebesar
penetapan nilai luran JKK huruf ¢ ditambah 0,11% (nol
koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai
Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00

{lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai [uran JKK
huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan
persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja
Konstruksi setelah dikurangt Rp 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiahj.

Dalam hal komponen wupah Pekerja tercantum dan
diketahui, maka iuran JKK bagi pekerja harian lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang
bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan
sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari

upah sebulan.

Pasal 8 ...



Pasal 8

(1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau
tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung
berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM
sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai
kontrak;

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran
JKM sebesar penetapan nilai luran JKM huruf a
ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih
nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah
dikurangi Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah);

c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) sebesar
penetapan nilai luran JKM huruf b, ditambah 0,02%
(nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari
nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00
(satu  milyar  rupiah) sampai  dengan Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah} sebesar
penetapan nilai luran JKM huruf ¢, ditambah 0,01%
(nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari
nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai luran JKM
huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen)
dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja
Konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah).
(2) Dalam ...
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(2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan
diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas,
borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang
bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan
sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah

sebulan.

Pasal 9

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai
dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8 setelah dikurangi Pajak Pertambahan
Nilai.
BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT
Pasal 10

(1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit
Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas | rumah sakit pemerintah, rumah
sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta
yang setara;
perawatan intensif;
penunjang diagnostik;
pengobatan;
pelayanan khusus;

alat kesehatan dan implan;

© X N o0 ok

jasa dokter/medis;

10. operasi,

11. transfusi darah; dan

12. rehabilitasi medik.
b. Santunan berupa uang meliputi:

1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang
mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat

Kerja ...
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Kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya,
termasuk biaya pertolongan pertama pada
kecelakaan;

2. santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian
Fungsi, dan Cacat Total Tetap,

4. santunan kematian dan biaya pemakaman;

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila
peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap
akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat
Kerja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu
(orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);

7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau

8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang
meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat
Kecelakaan Kerja.

(3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka &8, diberikan sebesar Rp
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap
Peserta.

(4} Manfaat JKK dan tabel persentase Cacat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
Pasal 11

(1) Pekerja yang meninggal dunia bukan karena
Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak
atas manfaat JKM.

(2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta,
apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif,
terdiri atas:

a. santunan sekaligus Rp 16.200.000,00 (enam belas

juta dua ratus ribu rupiahj;

b. santunan ...
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b. santunan berkala 24 x Rp 200.000,00 = Rp
4,800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu
rupiah) yang dibayar sekaligus;

c. biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah); dan

d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap
Peserta yang meninggal dunia bukan akibat
Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur
paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah}) untuk setiap
Peserta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 12

Peserta yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap
sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. pekerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba
meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit
yvang dideritanya; atau

b. pekerja pada saat bekerja di tempat kerja mendapat
serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke
dokter, unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan
tidak lebih dari 24 (dua puluh empat] jam kemudian

meninggal dunia.

BABYV ...
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BABV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan dilakukan monitoring dan evaluasi secara
terpadu oleh unsur dinas dan BPJS Ketenagkerjaan yang
dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang timbul guna mendukung pelaksanaan kegiatan
program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi beban dinas

terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 15

(1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, setiap orang,
selain Pemberi Kerja, Pekerja, yang tidak memenuhi
kewajibannya dalam melaksanakan program jaminan
sosial ketenagakerjaan akan dikenai sanksi administratif;

(2) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan
pelayanan publik dilakukan oleh unit pelayanan publik
pada instansi pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir;

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan

sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

PARAGRAF VIII ...
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PARAGRAF VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06 Mavet 2017

BUPATI

/_PENUKAL ABAB LEMATANG 1@@

dto

8 ‘/ HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 10 ™M are 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dto

ROBBY KU WAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR 013
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